Menimbang

BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten
Sampang dapat dipungut Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah;

bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mengharuskan beberapa Pasal terkait cara
perhitungan  tarif  Retribusi  Pengendalian = Menara
Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang harus dirubabh;

bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap
penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat,
sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan

Menara Telekomunikasi;
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d. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunanan

menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata
ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka
meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi
masyarakat di  sekitar lokasi pendirian menara
telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan
terburuk dari keberadaan telekomunikasi, maka secara
periodik perlu dilakukan pengawasan, pengecekan dan
pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di
Kabupaten Sampang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5

tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2918);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3193);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209);

.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 297);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4252);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta
Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3934);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :
Per.04/Men/ 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
364 /Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005
tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
02 /Per/ M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/ M-
DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit
Pelaksanan Teknis Metrologi Legal;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 20009, Nomor 07/PRT/M/20009, Nomor
9/PER/M/KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12
Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan
Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di
Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit
Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun
1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan,
Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun
1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun

1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
582 /Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit
Pemerintah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun
2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/
SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
128 /Menkes/SK/I1/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik rawat Inap
Pelayanan Medik Dasar;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
316/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program JAMKESMAS;

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor S Tahun
2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2014 tentang
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Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor S5 Tahun
2011tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 91 di ubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta
prinsip sasaran penetapan retribusi dilaksanakan sesuai dengan tingkat
penggunaan jasa

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian
atas pelayanan.

(3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan

penyelenggara pelayanan.
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(4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(9)

(6)

(7)

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi
beban biaya yang ditanggung Pemerintah daerah  untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah
kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya retribusi yang terutang

Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional
pengendalian dan pengawasan

Besaran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dapat
memperhitungkan :

a. Zonasi

b. Ketinggian Menara

c. Jenis Menara; dan
d

Jarak tempuh

Ketentuan Pasal 92 ayat (1) di ubah, dan di tambah beberapa ayat

selanjutnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 92
Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah untuk menghitung besarnya
retribusi terutang.
Rincian Pemanfaatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
meliputi biaya pengawasan dan pengendalian.
Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
didasarkan pada biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah
Bentuk satuan biaya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
Menara Telekomunikasi antara lain:
a. Honorarium petugas pengawas;
b. Transportasi;
c. Uang makan;
d. Alat tulis kantor;
e. disesuaikan dengan lokasi menara; dan
f. frekuensi pengawasan/pengendalian.
Harga satuan dan/atau jumlah biaya dari masing-masing sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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3. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94
(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati.

4. Ketentuan setelah Pasal 99 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 99a, sehingga
Pasal 99a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99a
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan

jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

5. Ketentuan Pasal 102 antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat
yakni ayat (2a), ayat 2a, sehingga ayat (2a) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2a) Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sampang.

Ditetapkan : di Sampang
pada tanggal : 29 Desember 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 447-11/2016
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I
Pasal 91

Cukup Jelas
Pasal 92

Cukup Jelas
Pasal 94

Cukup Jelas
Pasal 99a

Cukup Jelas
Pasal 102

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAB. SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 447-11/2016
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